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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upah buruh di Aria Mebel Surakarta 
sudah sesuai atau belum dengan Upah Minimum Pendapatan dan untuk 
mengetahui upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dalam memberikan 
perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara 
yuridis empiris dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder dari 
bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 
studi lapangan dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian upah buruh di Aria 
Mebel belum sesuai dengan Upah Minimum. Upaya meningkatkan kesejahteraan 
buruh dengan menyediakan failitas kesejahteraan dan perlindungan hak buruh. 
 




This study aims to determine wages in Aria Furniture Surakarta is appropriate or 
not to the minimum wage and income to determine the effort to improve the 
welfare of workers in providing legal protection under Act No. 13 of 2003 on 
Manpower. This research method using empirical juridical approach with primary 
data in the form of interviews and secondary data from the materials library. Data 
were collected by literature study and field study using qualitative data analysis. 
The results of the study at Aria Furniture wages according to the minimum wage 
is not sufficient. Efforts to improve the welfare of workers by providing failitas 
welfare and protection of the right. 
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1. PENDAHULUAN 
Buruh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembangunan 
nasional tidak hanya dari segi pembangunan ekonomi namun juga dalam hal 
mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Secara yuridis-normatif jaminan 
perlindungan hak-hak buruh telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
baik di tingkat konstitusi, undang-undang maupun peraturan pelaksanaan.
1
 Upah 
dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, 
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sedangkan dari sisi pengusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas.
2
 
Keseragaman sistem penetapan upah minimum belum terpenuhi terlebih lagi pada 
sektor pekerja informal yang pada umumnya masih mempunyai penghasilan 
dibawah taraf hidup tertentu, dan kurangnya pengawasan pemerintah tentang 
penerapan upah minimum.  
Kesejahteraan bagi buruh merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh 
perusahaan. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 
pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui jaminan 
sosial tenaga kerja (sering disebut Jamsostek). Menurut Undang-Undang tersebut: 
Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 
tenaga kerja (Pasal 99 Ayat (1)).
3
 Fasilitas kesejahteraan, antara lain pelayanan 
keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh dan lain-
lain. Seiring perkembangan regulasi dimana program jamsostek bagi buruh telah 
diganti menjadi program BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS biasanya dari 
perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jumlah buruh yang banyak serta 
modal yang besar, sedangkan masih banyak perusahaan atau industri kecil yang 
tidak mengikuti program tersebut karena kurangnya menyuluhan dari pemerintah. 
Hal tersebut menyebabkan banyak pekerja/buruh yang belum terpenuhinya 
kesejahteraan baik dalam pemberian fasilitas kesejahteraan maupun jaminan 
sosial yang diberikan pengusaha terhadap pekerja/buruh. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kesesuaian 
upah buruh di Aria Mebel Surakarta dengan Upah Minimum Pendapatan? (2) 
Bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dalam memberikan 
perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kesesuaian upah buruh 
di Aria Mebel Surakarta dengan Upah Minimum Pendapatan. (2) Untuk 
mengetahui upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dalam memberikan 
perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
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Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat bagi Penulis, diharapkan dapat 
menambah wawasan serta membentuk pola pikir kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. (2) Manfaat bagi Masyarakat dan Pengusaha, 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menambah 
wawasan, masukan atau pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
penelitian ini. (3) Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan 
literatur, referensi dan bahan kepustakaan pada perkembangan ilmu khususnya 
Ilmu Hukum Ketenagakerjaan serta tentang pemberian upah dan peningkatan 
kesejahteraan buruh non-kontrak.   
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 
empiris yang dalam jenis penelitian secara deskriptif untuk menggambarkan 
berbagai gejala dan fakta berdasarkan data primer melalui wawancara dan data 
sekunder dari bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara yang 
menggunakan metode analisis data kualitatif yang menghubungkan data 
sebelumnya dengan peraturan yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 
3.1 Kesesuaian Upah Buruh di Aria Mebel Surakarta dengan Upah 
Minimum Pendapatan  
Pemberian upah itu berdasarkan pada masa kerja, hasil kerja, atau 
ukuran lain yang dalam pemberiannya diharapkan dapat menjamin kebutuhan 
buruh dan keluarganya. Pasal 88 ayat (3) huruf a UU Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa kebijakan dalam pengupahan yang ditetapkan 
Pemerintah salah satunya adalah upah minimum. Upah Minimum adalah 
upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap 
yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Kebijakan upah 
minimum pada tiap-tiap daerah berbeda-beda, karena dalam penetapannya 
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 





Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 yang menentapkan upah minimum Kota 
Surakarta sebesar Rp. 1.418.000,00. 
Berdasarkan data dari daftar upah pokok bulan Desember 2016 maka 
dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan pada buruh Aria Mebel belum 
sesuai dengan upah minimum Kota Surakarta yaitu Rp 1.418.000,00. 
Penentuan besarnya upah yang diterima tidak hanya dari besarnya upah 
harian, tapi juga banyaknya jumlah hari kerja pada setiap buruh, sehingga 
penghasilan buruh dalam setiap bulannya tidak selalu sama. Pengusaha dalam 
menetapkan kebijakan upah hanya melihat dari kemampuan perusahaan, 
standart upah di lingkungan pasar mebel, dan berdasarkan keterampilan yang 
dimiliki karyawan. 
Dalam pemberian upah, ada 2 hal yang patut dipertimbangkan oleh 
pengusaha atau pemberi kerja, yakni prinsip keadilan dan prinsip kelayakan.
4
 
(1) Prinsip keadilan ini bukan berarti bahwa setiap pekerja/buruh 
mendapatkan upah yang besarannya sama. Upah yang diberikan berdasarkan 
pertimbangan kontribusi dan/atau pengorbanan yang dilakukan pekerja/buruh 
dalam pekerjaannya. Semakin besar kontribusi dan/atau pengorbanan yang 
dilakukan pekerja/buruh, maka seyogyanya semakin besar pula upah yang ia 
terima.
5
 (2) Kelayakan upah dalam suatu perusahaan pada dasarnya adalah 
perbandingan apakah besar upah tersebut layak atau tidak. Untuk melihat 
kelayakan suatu upah, maka upah dapat ditinjau dari 2 sisi. Sisi petama  
adalah perbedaaan dasar besar kecilnya upah atau skala upah pekerja/buruh 
suatu perusahaan jika dibandingkan dengan upah pekerja/buruh dengan 
perusahaan yang sama di perusahaan lain yang sejenis. Sisi kedua adalah 
perbedaan besar kecilnya upah atau skala upah pekerja/buruh suatu pekerjaan 




                                                          
4 Emmanuel Kurniawan, 2013, Tahukah Anda Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak, Jakarta: Dunia 
Cerdas, hal. 23. 
5 Ibid, hal. 24. 





Pengusaha Aria Mebel dalam memberikan upah juga 
mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pengupahan tersebut diatas. Prinsip 
keadilan bagi pengusaha Aria Mebel dilihat dari besarnya upah dengan 
mempertimbangkan atas dasar keterampilan dari setiap pekerja/buruh, 
sehingga antara buruh/pekerja mendapatkan besaran upah yang berbeda 
tergantung kontribusinya langsung terhadap perusahaan. Prinsip kelayakan 
bagi pengusaha Aria Mebel dilihat dari besarnya upah dengan 
mempertimbangkan besarnya standart upah di lingkungan pasar mebel pada 
perusahaan lain yang masih dalam jenis usaha yang sama, dan juga 
mempertimbangkan besarnya upah antar buruh satu dengan buruh yang lain 
dalam satu perusahaan. Sistem pengupahan yang beragam menyebabkan 
dalam penetapan upah minimum terjadi perbedaan, maka dilakukannya 
kebijakan sektoral yang mempertimbangkan beberapa aspek yang 
mempengaruhi antara lain sebagai berikut:
7
 (1) Aspek kondisi perusahaan, (2) 
Aspek keterampilan tenaga kerja, (3) Aspek standart hidup, dan (4) Aspek 
jenis pekerjaan.  
Pertimbangan dari beberapa aspek dalam sistem pengupahan tersebut 
diatas juga diberlakukan pengusaha Aria Mebel dalam menerapkan sistem 
pengupahan di perusahannya. Perusahaan dalam hal ini juga melihat dari 
aspek tersebut, antara lain: pertama, kondisi perusahaan yang masuk dalam 
kriteria perusahaan kecil, yang mana besarnya upah yang diberikan 
tergantung pada tingkat produksi serta produktivitas tenaga kerjanya; kedua, 
keterampilan tenaga kerja dimana adanya perbedaaan pemberian upah bagi 
buruh yang memiliki keterampilan dengan buruh yang tidak memiliki 
keterampilan; ketiga, perusahaan dalam menentukan tingkat upah juga 
melihat standart hidup di lingkungan sekitar yang didasarkan pada kebutuhan 
pokok dan kebutuhan lainnya; dan keempat, tingkat upah pada jenis pekerjaan 
didasarkan pada standart upah pada sektor industri mebel dan perusahaan 
dalam menentapkan besarnya upah disesuaikan dengan upah di lingkungan 
pasar mebel. 
                                                          





Berdasarkan data hasil wawancara di Aria Mebel, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: (1) Buruh di Aria Mebel yang terbagi menjadi 
buruh yang memiliki keterampilan dan tidak memiliki keterampilan, sehingga 
dalam memberikan upah pada setiap buruh tidak sama tergantung dalam 
kategori buruh tersebut. (2) Upah yang diberikan dalam sistem upah harian 
yang diberikan secara mingguan, dan upah yang diberikan sudah cukup dan 
layak untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian besar upah yang diterima 
sudah hampir mendekati upah minimum. (3) Beberapa buruh Aria Mebel 
memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan penghasilan, 
sehingga tidak tergantung pada upah yang diberikan pengusaha. (4) Sebagian 
besar buruh di Aria Mebel tidak mengetahui upah yang diberikan sudah 
sesuai atau belum dengan upah minimum. Buruh hanya berfikiran bahwa 
upah yang mereka terima sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan layak 
sesuai standart upah di sektor industri mebel. 
3.2 Upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dalam memberikan 
perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan 
Kesejahteraan bagi buruh suatu hal yang penting karena secara tidak 
langsunng akan mempengaruhi hasil kerjanya, sedangkan pengusaha 
memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dengan adanya 
fasilitas kesejahteraan dan juga jaminan sosial tenaga kerja. UU 
Ketenagakerjaan menjelaskan dalam pasal 1 angka 31 bahwa: 
“Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan 
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 
dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam 
lingkungan kerja yang aman dan sehat.” 
 
 Fasilitas kesejahteraan untuk pekerja/buruh merupakan pendapatan 
non-upah (lihat Surat Edaran Menteri tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990) 
yang diberikan secara tidak langsung oleh pengusaha atau pemberi kerja. 





meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha 
wajin menyediakan fasilitas kesejahteraan.
8
  
Program dan fasilitas kesejahteraan pekerja ini disediakan dalam 
banyak ragam atau bentuk, antara lain dalam bentuk:
9
 (1) Uang tunai seperti: 
uang makan, tunjangan transport, beasiswa bagi anak pekerja, uang duka bila 
anggota keluarga pekerja meninggal, dan lain-lain; (2) Natura seperti 
pemberian: beras, pakaian kerja, transportasi antar jemput karyawan, 
perumahan atau asrama karyawan, sarana olahraga dan lain-lain; (3) Sarana 
dan fasilitas seperti: kantin murah atau bersubsidi, klinik perusahaan, 
keluarga berencan, koperasi pekerja, dan lain-lain. 
Pengusaha Aria Mebel telah menyediakan fasilitas agar  buruh merasa 
nyaman dalam melakukan pekerjaan di perusahaan sehingga dapat 
meningkatkan kinerja buruh. Fasilitas yang disediakan perusahaan antara lain: 
(1) Pemeberian upah lembur; (2) Pemberian uang makan atau fasilitas makan 
yang disediakan perusahaan pada waktu jam istirahat; (3) Pemberian bonus 
atau insentif yang jumlahnya tergantung dari perusahaan; (4) Perusahaan 
meyediakan fasilitas ibadah dan memberikan kebebasan untuk melakukan 
ibadah; (5) Pemberian santunan atau pemeriksaaan di rumah sakit bagi buruh 
yang mengalami kecelakaan kerja; (6) Tunjangan Hari Raya (THR) berupa 
sembako, uang dan pakaian; (7) Tunjangan meninggal dunia yang diberikan 
kepada buruh atau keluarganya. Tunjangan ini berupa pemberian santunan 
dalam bentuk uang sukarela; (8) Kebebasan bagi buruh yang ingin masuk 
kerja pada waktu hari libur dengan mendapatkan upah sesuai dengan upah 
hari kerja biasa; dan (9) Rekreasi bersama antara pengusaha dengan buruh 
dan keluarganya yang diadakan beberapa tahun sekali. 
Kesejahteraan buruh tidak hanya diukur dari fasilitas yang telah 
disediakan perusahaan, tetapi juga adanya keikutsertaan buruh dalam program 
jamsostek atau sekarang diganti menjadi program BPJS Ketenagakerjaan. 
Pegertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 1 angka 1 
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Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah badan hukum yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, sedangkan 
ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
menyebutkan pengertian jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang 
menyatakan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 
sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang 
diikuti. Apabila pemberi kerja/pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya 
dalam program BPJS maka dapat dikenai sanksi administratif yang berupa: 
teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. UU 
BPJS menyebutkan adanya 4 (empat) program dalam BPJS Ketenagakerjaan 
yang meliputi: (1) Jaminan kecelakaan kerja, (2) Jaminan Hari Tua (JHT), (3) 
Jaminan Pensiun, dan (4) Jaminan Kematian (JKM). 
Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa usaha perusahaan dalam 
meningkatkan kesejahteraan bagi buruh pada dasarnya belum sepenuhnya 
sesuai dengan ketentuan pasal 100 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, karena 
hanya fasilitas ibadah, pemberian santunan bagi buruh yang mengalami 
kecelakaan kerja, pemberian uang makan atau fasilitas makan bagi buruh 
pada waktu jam istirahat dan rekreasi. Fasilitas yang diberikan tersebut 
memperhatikan kondisi dan kemampuan dari perusahaan. Aria Mebel pada 
dasarnya belum mengikutsertakan buruh dalam program BPJS, karena 
pengusaha beranggapan bahwa perusahaannya merupakan perusahaan kecil 
yang memiliki keterbatasan dalam modal, karyawan dan pengelolaan, 
sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sebesar perusahaan besar lainnya 
dan kurangnya wawasan pengusaha tentang program tersebut. 
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar 
tenaga kerja dapat melakukan perkerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah 
satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja yang meliputi 
perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem 
pengupahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 





memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang 
tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril.
10
 Perlindungan 
tersebut dimaksudkan untuk dapat mewujudkan hak-hak dasar pekerja dan 
menjamin kesamaan serta pengakuan tanpa diskriminasai atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Lingkup 
perlindungan terhadap pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 meliputi:
11
 (1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding 
dengan pengusaha; (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; (3) 
Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak-anak, dan penyandang 
cacat; (3) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial buruh. 
Bentuk perlindungan hukum bagi buruh di Aria Mebel terkait dengan 
upaya peningkatan kesejahteraan yang berupa suatu tindakan perusahaan 
dimana buruh yang sudah bekerja dalam waktu lama secara tidak langsung 
statusnya akan berubah menjadi buruh tetap. Biasanya buruh yang bekerja di 
industri kecil tidak adanya ikatan secara tertulis terkait statusnya menjadi 
buruh tetap atau kontrak. Perlindungan hukum terhadap hak buruh juga 
diperhatikan oleh pengusaha Aria Mebel dengan cara sebagai berikut: 
pertama, pengusaha memberikan kesempatan bagi buruh untuk menuntut 
haknya dengan cara bernegosiasi dengan pengusaha yang sebelumnya buruh 
telah memenuhi kewajibannya, kedua, pengusaha bertanggungjawab terhadap 
buruh/pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan memberikan santunan 
dan juga memeriksakan ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, 
ketiga, pengusaha akan memberikan santunan berupa uang sukarela bagi 
buruh/pekerja atau keluarganya yang meninggal dunia, keempat, pengusaha 
memberikan perlindungan upah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 
dalam pengupahan, kelima, pengusaha menyediakan fasilitas kesejahteraan 
bagi buruh/pekerja yang berdasarkan kemampuan dan kondisi perusahaan. 
Berdasarkan data hasil wawancara di Aria Mebel, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: (1) Usaha pengusaha dalam mensejahterakan 
                                                          
10 R. Joni Bambang, Op.Cit, hal. 264. 





buruh dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan dari 
kemampuan perusahaan. Fasilitas tersebut seperti: pemberian upah lembur, 
bonus, THR dan menyediakan fasilitas lainnya yang layak diterima oleh 
buruh selama bekerja di perusahaan tersebut. (2) Pengusaha tidak 
menawarkan buruhnya untuk mengikuti program BPJS dan di lingkungan 
industri mebel khususnya di pasar mebel sendiri belum ada pengusaha lain 
yang mengikuti program tersebut. (3) Perusahaan hanya mampu memberikan 
jaminan atau tunjangan kecelakaan kerja dalam bentuk uang sukarela atau 
biaya pemeriksaan ke rumah sakit atau puskesmas dan tunjangan kematian 
kepada buruh dalam bentuk uang sukarela.  
 
4. PENUTUP  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, kesesuaian 
upah buruh di Aria Mebel Surakarta dengan Upah Minimum Pendapatan 
adalah berdasarkan penelitian di Aria Mebel yang mana dalam menerapkan 
kebijakan upahnya tidak sesuai dengan upah minimum. Berdasarkan 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2016 yang menentapkan upah 
minimum Kota Surakarta sebesar Rp. 1.418.000,00 dan sebagian besar buruh 
di Aria Mebel mendapatkan upahnya masih di bawah upah minimum. 
Pengusaha dalam memberikan upah dengan mempertimbangkan prinsip 
pengupahan yaitu prinsip keadilan dan kelayakan.  
Kedua, upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dalam memberikan 
perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan adalah upaya pengusaha Aria Mebel dengan cara 
menyediakan fasilitas kesejahteraan dan pemberian jaminan sosial. Fasilitas 
kesejahteraan ini dapat berupa pendapatan non-upah yang disesuaikan dengan 
kemampuan perusahaan. Pengusaha Aria Mebel tidak mengikutsertakan 
buruhnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, namun pengusaha Aria 
Mebel memberikan jaminan bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja 
dan bagi buruh atau keluarganya yang meninggal dunia. Bentuk perlindungan 





Memberikan kesempatan bagi buruh untuk menuntut haknya setelah buruh 
tersebut memenuhi kewajibannya, memberikan perlindungan dalam 
pemberian upah, menyediakan fasilitas kesejahteraan. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 
saran sebagai berikut: pertama, bagi perusahaan harus memperhatikan 
kebijakan pengupahan yang sesuai dengan ketentuan upah minimum. 
Perusahaan sebaiknya membuat perjanjian kerja secara tertulis, sehingga para 
pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Kedua, bagi buruh/pekerja yang 
telah memiliki pretasi atas hasil kerjanya dapat berperan aktif untuk menuntut 
hak-haknya. Buruh perlu membuat serikat pekerja yang gunanya untuk 
mempermudah dalam hubungan kerja. Ketiga, bagi pemerintah atau pihak 
terkait harus melakukan penyuluhan, serta pendampingan terkait pelaksaaan 
UU Ketenagakerjaan dan peraturan lain. Pemerintah perlu membuat aturan 
yang jelas dan memberikan keadilan bagi indutri kecil dalam mendukung 
perkembangan usahanya terutama dalam pemberian upah dan kesejahteraan 
bagi buruh/pekerja. 
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan karya 
ilmiah ini saya persembahkan kepada pertama, orang tua saya tercinta yang 
telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan do’a, sehingga saya 
dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan lancar, kedua, kakak, adek dan 
keponakan tersayang yang selalu memberikan dukunganya, ketiga, dosen 
pembimbing yang telah mmeberikan arahan, masukan tentang karya ilmiah 
ini, keempat, teman-teman dan sahabat saya yang telah memberikan motivasi, 
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